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Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang terdiri atas
mahasiswa, buruh, petani dan karyawan swasta. Para Pemohon menyatakan merasa
dirugikan karena Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak diletakkan
pada posisi tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang berakibat
banyak peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila.

Terhadap dalil para Pemohon yang merasa dirugikan karena Pancasila tidak
diletakkan dalam hierarti tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan-undangan,
Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dalam beberapa Putusan Mahkamah
Konstitusi yaitu Putusan Nomor 59/PUU-XI11/2015, 100/PUU-XI/2013 yang pada intinya
menempatkan Pancasila sebagai dasar negara dalam hierarki peraturan perundang-
undangan, sekalipun letaknya di atas UUD 1945, akan merusak tatanan hukum karena
sama artinya menjadikan Pancasila sebagai norma hukum yang memungkinkan untuk
dapat dilakukan perubahan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan banyak peraturan perundang-
undangan yang bertentangan dengan Pancasila sebagai akibat dari Pancasila tidak
diletakkan pada posisi tertinggi dalam tata urut peraturan perundang-undangan,
Mahkamah menegaskan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan
konstitusi, tidak hanya menilai pertentangan norma suatu UU terhadap pasal-pasal



dalam Konstitusi namun juga menilai apakah norma tersebut telah sesuai dengan nilai-
nilai Pancasila. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI1/2013,
Mahkamah Konstitusi menggunakan sila-sila Pancasila sebagai dasar pertimbangan
dalam putusannya. Sementara itu, berkenaan dengan ketidakharmonisan peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang, hal tersebut bukan merupakan
kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.

Mahkamah berpendapat oleh karena tidak terdapat persoalan konstitusionalitas
norma maka anggapan kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon tidak
terbukti sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan
yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



